
Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

√
Pemberhentian Lurah

Tata Cara Pemilihan, 

Pengangkatan dan 
13 Tahun 2019

3
Peraturan Daerah Nomor 

Bagian Hukum, 

Dinas PMK, 

Sekretariat 

Dewan,

√

STATUS DISERTAI

MATERI POKOKTENTANGJENIS PERATURANNO

1
Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2020

Badan Permusyawaratan 

Kalurahan
√√

Bagian Hukum, 

Dinas PMK, 

Sekretariat 

Dewan, 

OPD TERKAIT

Pasal 68 Ayat (4) masa 

jabatan Lurah selama 6 

(enam) tahun, UU no.3 Pasal 

39 ayat (1) masa jabatan 

kepala desa selama 8 

(delapan) tahun

Pasal 68 Ayat (5) dapat 

menjabat paling banyak 

3(tiga) kali, UU no.3 Pasal 39 

ayat (2) dapat menjabat paling 

banyak 2(dua) kali

Bagian Hukum, 

Dinas PMK, 

Sekretariat 

Dewan,

√ √

Pasal 7 Perda Calon Pamong 

Kalurahan merupakan Warga 

Negara Indonesia, di UU 

no.3 Perangkat desa diangkat 

dari Warga Desa (pasal 50)

Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 5 tahun 2020 

tentang Pamong 

Kalurahan

Tahun 2023
2

Peraturan Daerah Nomor 7 

Keanggotaan Bamuskal 

memperhatikan 30% 

Keterwakilan perempuan 

Hak Anggota Bamuskal 

dalam jaminan 

ketenagakerjaan dan 

kesehatan 

Perubahan Masa 

keanggotaan Bamuskal dari 6 

Tahun menjadi 8 Tahun

KETERANGAN
BARU PERUBAHAN NA

PENJELASAN/ 

 

 

BARU PERUBAHAN NA
PENJELASAN/ 

KETERANGAN

1 Peraturan Bupati 

Tentang sistem 

akuntablilitas 

kinerja instansi 

pemerintah 

kalurahan

Pengaturan SAKIP 

Kalurahan sebagai 

tindak lanjut Peraturan 

Gubernur 40 Tahun 

2023 tentang 

Reformasi Kalurahan

√ - - -

Bagian Hukum, Dinas 

PMK, Inspektorat, 

Organisasi Tapem, 

Kapanewon, 

Kalurahan

2 Peraturan Bupati 
Pelayanan Publik 

Kalurahan

Pengaturan 

Pelayanan Publik 

Kalurahan sebagai 

tindak lanjut Peraturan 

Gubernur 40 Tahun 

2023 tentang 

Reformasi Kalurahan

√ - - -

Bagian Hukum, Dinas 

PMK, Organisasi 

Tapem, Kapanewon, 

Kalurahan

USULAN PERUBAHAN PROPEMPERKADA TAHUN 2024

NO
JENIS 

PERATURAN
TENTANG MATERI POKOK

STATUS DISERTAI

OPD TERKAIT




